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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 
 
 

1.1 Latar Belakang 
 
 

Pembangunan daerah merupakan suatu usaha yang memanfaatkan sumber 

daya yang dimiliki suatu daerah untuk kesejahteraan masyarakatnya. Dalam 

melaksanakan pembangunan daerah dibutuhkan adanya hubungan yang seimbang 

antara Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang proporsional agar hasil yang 

diperoleh dapat maksimal, menciptakan keseimbangan hubungan tersebut 

dibutuhkan sumber pembiayaan yang memadai yang berasal dari Pendapatan Asli 

Daerah (PAD). Namun, pada kenyataannya masih ditemukan kendala untuk 

mengoptimalkan pembangunan daerah. Faktor terbesarnya adalah terbatasnya 

sumber pembiayaan dari PAD. Kebanyakan dari kabupaten dan kota belum mampu 

mencukupi Belanja Daerah (BD) dari sumber PAD yang mengakibatkan 

ketergantungan pemerintah daerah terhadap pemerintah pusat. 

Berdasarkan fenomena tersebut, maka pemerintah pusat membuat kebijakan 

atas otonomi daerah yang terdapat pada Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 

tentang Pemerintah Daerah dan Undang-Undang No. 25 Tahun 1999 tentang 

Perimbangan Keuangan pemerintah pusat dan daerah serta regulasi pelaksanaan 

berupa Peraturan Pemerintah No. 104 Tahun 2000 tentang Dana Perimbangan 

sampai dengan Peraturan Pemerintah No. 110 Tahun 2000 tentang Kedudukan 

Keuangan DPRD dengan peraturan pemerintah. Pelaksanaan kebijakan pemerintah 

Indonesia tentang otonomi daerah berlaku efektif pada tanggal 01 Januari 2001, 

yang merupakan kebijakan yang dianggap sangat demokratis dan memenuhi aspek 

desentralisasi. Desentralisasi memiliki tujuan untuk lebih meningkatkan 

kesejahteraan dan pelayanan terhadap masyarakat, hidup demokrasi, pemerataan, 

adil, dan pemeliharaan hubungan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. 
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Sejak diberlakukannya otonomi daerah, pemerintah daerah termasuk Kota 

Surabaya dituntut untuk lebih mandiri mengelola keuangannya dan mencari 

sumber-sumber pembiayaan yang sesuai dengan potensi keuangan daerah. Karena 

itu, suatu daerah harus mampu mencari sumber pendapatannya sendiri karena 

indikator untuk melihat keadaan otonomi suatu daerah terletak pada besar kecilnya 

kontribusi daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah. Sumber-sumber pokok 

penerimaan Pendapatan Asli Daerah Pemerintah Kota Surabaya yaitu berasal dari 

retribusi daerah, pajak daerah, bagian laba daerah dan pendapatan lain-lain. Berikut 

ini adalah tabel Realisasi Pendapatan Asli Daerah dan Belanja Daerah Kota 

Surabaya Periode 2011-2014. 

Tabel 1.1 

Realisasi Pendapatan Asli Daerah Kota Surabaya Periode 2011-2014 
 

Sumber : Laporan Realisasi Anggaran tahun 2011-2014 
 
 

Realisasi Pendapatan Asli Daerah Kota Surabaya dari tahun 2011-2014 

mengalami peningkatan. Peningkatan signifikan yaitu tahun 2013 sebesar Rp 

2.791.580.050.710  menjadi Rp 3.307.323.863.978 pada tahun 2014 dengan selisih 

Rp 515.743.813.268. 

Tabel 1.2 

Realisasi Belanja Daerah Kota Surabaya Periode 2011-2014 
 

Sumber : Laporan Realisasi Anggaran tahun 2011-2014 
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Realisasi Belanja Daerah Kota Surabaya Periode 2011-2014 mengalami 

peningkatan. Peningkatan tersebut disebabkan oleh belanja pegawai, belanja barang 

dan jasa, serta belanja modal yang signifikan. 

Berdasarkan uraian di atas, maka dipilih untuk melaksanakan Praktik Kerja 

Lapangan di Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Surabaya. 

Pemilihan instansi pemerintahan tersebut didasarkan pada keinginan untuk 

menambah ilmu dalam bidang akuntansi pemerintahan. Laporan Tugas Akhir ini 

adalah mengenai “Analisis Kontribusi Pendapatan Asli Daerah terhadap 

Belanja Daerah Pemerintah Kota Surabaya Periode 2011-2014”. Adapun data 

yang diperlukan dalam analisis ini adalah Laporan Realisasi Anggaran. 

 

1.2 Landasan Teori 

1.2.1 Otonomi Daerah 

Otonomi Daerah adalah kewenangan daerah otonom untuk mengatur dan 

mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan 

aspirasi masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. (Bastian, 

2006:338) 

Berdasarkan dasar hukum Undang-Undang No. 32 Tahun 2004, otonomi 

daerah Indonesia diselenggarakan atas prinsip-prinsip sebagai berikut : 

1. Pelaksanaan otonomi daerah harus berdasarkan aspek demokrasi, keadilan 

dan pemerataan potensi yang dimiliki daerah sesuai dengan keragaman dan 

ciri khas daerah tersebut. 

2. Pelaksanaan otonomi daerah harus mencakup otonomi yang nyata, luas dan 

bertanggung jawab. 

3. Pelaksanaan otonomi daerah secara luas dan utuh hanya berlaku pada 

wilayah daerah dan kota, secara otonomi di ranah masi terbatas, yang 

artinya masih menjadi tanggung jawab pemerintah pusat. 

4. Pelaksanaan otonomi daerah harus merujuk pada peraturan perundang- 

undangan yang berlaku agar keharmonisan antara pemerintah pusat dan 

daerah tetap terjaga. 
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5. Otonomi daerah harus berlandaskan pada tujuan untuk meningkatkan 

kemandirian daerah kabupaten, sedangkan daerah kota tidak termasuk ke 

dalam wilayah administrasi. Hal tersebut juga berlaku bagi wilayah-wilayah 

yang mendapatkan pembinaan khusus dari pemerintah. 

6. Pelaksanaan otonomi daerah juga harus mencakup peningkatan kualitas dan 

pelayanan badan legislatif daerah dalam menjalankan fungsinya sebagai 

legislatif, pengawasan, dan pelaksana anggaran penyelenggaraan otonomi 

daerah. 

7. Penyelenggaraan dekonsentrasi dilimpahkan pada pemerintah provinsi yang 

memiliki kedudukan sebagai wilayah administratif dan mendapatkan tugas 

dari pemerintah pusat untuk melaksanakan kewenangan tertentu yang 

tugasnya dilaksanakan oleh gubernur sebagai wakil pemerintah. 

8. Penyelenggaraan otonomi daerah dilakukan oleh pemerintah daerah kepada 

desa dengan disertai pembiayaan, serta pembentukan sarana dan prasarana 

serta sumber daya manusia. Pihak yang dilimpahi wewenang tersebut 

memiliki kewajiban untuk mmemberikan laporan pertanggung jawaban atas 

tugas yang dilimpahkan kepadanya. 

Pelaksanaan otonomi daerah dapat dilakukan dengan mempertimbangkan 

sumber daya alam dan keunikan yang dimiliki daerahnya serta bagaimana keunikan 

dan kekayaan alam tersebut dapat menjadi modal utama pengembangan daerah. 

Berhasil atau tidaknya pelaksanaan otonomi daerah sangat ditentukan oleh 

kemampuan pihak-pihak terkait serta partisipasi aktif dari masyarakat daerah itu 

sendiri, sebab pada dasarnya otonomi daerah dibuat agar masyarakat dapat turut 

berperan aktif dalam proses penyelenggaraan pemerintah. 

 

 1.2.2 Pendapatan Asli Daerah 

Menurut Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 pasal 1 angka 18 tentang 

Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Daerah “Pendapatan Asli Daerah, 

selanjutnya disebut PAD adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut 

berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan”. 
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Beberapa pengertian Pendapatan Asli Daerah menurut beberapa ahli adalah 

sebagai berikut : 

a. Menurut Rahman (2005: 38) “Pendapatan Asli Daerah merupakan 

pendapatan daerah yang bersumber dari hasil pajak daerah, hasil distribusi, 

hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain 

Pendapatan Asli Daerah yang sah dalam menggali pendanaan dalam 

pelaksanaan otoda sebagai perwujudan asas desentralisasi”. 

b. Menurut Warsito (2001: 128) “Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah 

pendapatan yang bersumber dan dipungut sendiri oleh pemerintah daerah. 

Sumber PAD terdiri dari: pajak daerah, retribusi daerah, laba dari badan 

usaha milik daerah (BUMD), dan Pendapatan Asli Daerah lainnya yang 

sah”. 

Klasifikasi Pendapatan Asli Daerah terdiri dari : 

1. Pajak Daerah 

Pajak daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau 

badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat 

dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang 

digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan 

pembangunan daerah. 

2. Retribusi Daerah 

Retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau 

pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh 

pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. 

3. Hasil Pengolahan Daerah yang Sah 

Selain pajak daerah dan retribusi daerah, bagian laba perusahaan milik 

daerah (BUMD) merupakan salah satu sumber yang cukup potensial untuk 

dikembangkan. 
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1.2.3 Sumber-Sumber Pendapatan Asli Daerah 

Adapun sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebagaimana diatur 

dalam Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 Pasal 157, yaitu : 

a. Hasil pajak daerah, yang merupakan sumber keuangan pokok bagi 

daerah-daerah disamping retribusi daerah. 

b. Hasil retribusi daerah, menurut panitia Nasrun merumuskan retribusi 

daerah (Riwu, 2005: 171) adalah pungutan dari daerah sebagai 

pembayaran pemakalan atau karena memperoleh jasa pekerjaan, usaha 

atau milik daerah untuk kepentingan umum, atau karena jasa yang 

diberikan oleh daerah baik langsung maupun tidak langsung. 

c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, bararti kekayaan 

daerah yang dilepaskan dan penguasaan umum yang dipertanggung 

jawabkan melalui anggaran belanja daerah dan dimaksudkan untuk 

dikuasai dan dipertanggungjawabkan sendiri. 

d. Pendapatan Asli Daerah lainnya yang sah. 
 
 

 1.2.4 Belanja Daerah 

Menurut Undang-undang No. 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan 

Keuangan Daerah, “Belanja daerah adalah kewajiban pemerintah daerah yang 

diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih”. 

a. Menurut Halim (2002:68), “Belanja daerah adalah semua pengeluaran 

pemerintah daerah pada suatu periode anggaran”. 

b. Menurut Peraturan Daerah kota Surabaya No. 12 Tahun 2008 Belanja 

daerah dikelompokkan ke dalam : 

1. Belanja Langsung 

a. Belanja pegawai 

b. Belanja barang dan Jasa 

c. Belanja modal 
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2. Belanja Tidak Langsung 

a. Belanja pegawai 

b. Belanja bunga 

c. Belanja subsidi 

d. Belanja hibah 

e. Belanja bantuan sosial 

f. Belanja bagi hasil 

g. Belanja bantuan keuangan 

h. Belanja tidak terduga 

3. Belanja Tidak Langsung 

i. Belanja pegawai 

j. Belanja bunga 

k. Belanja subsidi 

l. Belanja hibah 

m. Belanja bantuan sosial 

n. Belanja bagi hasil 

o. Belanja bantuan keuangan 

p. Belanja tidak terduga 
 

1.2.5 Manajemen Keuangan Daerah 

Manajemen Keuangan Daerah merupakan bagian dari Manajemen 

Pemerintahan Daerah selain Manajemen Kepegawaian dan manajemen teknis dari 

tiap-tiap instansi yang berhubungan dengan pelayanan publik, atau kita sebut 

dengan Manajemen Pelayanan Publik dan Manajemen Administrasi Pembangunan 

Daerah. Manajemen Pelayanan Publik adalah pencerminan pemberian kewenangan 

wajib atas otonomi daerah dari Pemerintah Pusat. Keuangan Daerah adalah semua 

hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahaan Daerah 

yang dapat dinilai dengan uang, termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan 

yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah, dalam rangka anggaran dan 

pendapatan belanja daerah (APBD). 
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Karena itu, pengertian keuangan daerah selalu melekat dengan pengertian 

APBD yaitu; suatu rencana keuangan tahunan daerah ditetapkan berdasarkan 

peraturan. Selain itu APBD, merupakan salah satu alat untuk meningkatkan 

pelayanan ublik dan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan tujuan otonomi 

daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab. Dari definisi keuangan daerah 

tersebut melekat empat dimensi: 

1. Adanya dimensi hak dan kewajiban 

2. Adanya dimensi tujuan dan perencanaan 

3. Adanya dimensi penyelenggaraan dan pelayanan pubik 

4. Adanya dimensi nilai uang dan barang 

Keterkaitan keuangan daerah yang melekat dengan APBD merupakan 

pernyataan bahwa adanya hubungan antara dana daerah dengan dana pusat atau 

dikenal dengan istilah perimbangan keuangan pusat dan daerah. Dana tersebut 

terdiri dari dana dekonsentrasi (PP No. 104 Tahun 2000 tentang Dana 

Perimbangan) dan dana desentralisasi. Dana desentralisasi adalah yang bersumber 

dari Pendapatan Asli Daerah. 

 1.2.6 Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat 

APBD adalah suatu rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang disetujui 

oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (UU No. 17 Tahun 2003 Pasal 1 (8) tentang 

Keuangan Negara). 

Peraturan menteri dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 menyebutkan 

bahwa APBD memiliki beberapa fungsi sebagai berikut : 

1. Fungsi Otorisasi. Anggaran daerah menjadi dasar untuk melaksanakan 

pendapatan dan belanja daerah pada tahun bersangkutan. 

2. Fungsi Perencanaan. Anggaran daerah menjadi pedoman bagi manajemen 

dalam merencanakan kegiatan pada tahun yang bersangkutan. 

3. Fungsi Pengawasan. Anggaran daerah menjadi pedoman untuk menilai 

apakah kegiatan penyelenggaraan pemerintah daerah sesuai dengan 

ketentuan yang ditetapkan. 
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4. Fungsi Alokasi. Anggaran daerah harus diarahkan untuk menciptakan 

lapangan kerja atau mengurangi pengangguran dan pemborosan sumber 

daya, serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas perekonomian. 

5. Fungsi Distribusi. Anggaran daerah harus memperhatikan rasa keadilan dan 

kepatutan, 

6. Fungsi Stabilitasi. Anggaran daerah menjadi alat untuk memelihara dan 

mengupayakan keseimbangan fundamental perekonomian daerah. 

 

 1.2.7 Struktur Organisasi Pendapatan dan Belanja Daerah 

Struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) terdiri dari 

Pendapatan Daerah, Belanja Daerah dan pembiayaan. APBD disusun dengan 

pendekatan kinerja yaitu suatu sistem anggaran yang mengutamakan upaya 

pencapaian hasil kerja atau output dari perencanaan alokasi biaya atau input yang 

ditetapkan. APBD disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan 

pemerintahan dan kemampuan pendapatan daerah. Penyusunan APBD berpedoman 

pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah dalam rangka mewujudkan pelayanan 

kepada masyarakat untuk tercapainya tujuan bernegara. APBD, perubahan APBD, 

dan pertanggungjawaban APBD ditetapkan setiap tahun dengan peraturan daerah. 

Dalam penyusunan APBD, penganggaran pengeluaran harus didukung dengan 

adanya kepastian atas tersedianya penerimaan dalam jumlah yang cukup. 

Pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah yang dianggarkan dalam APBD harus 

berdasarkan kepada ketentuaan peraturan perundang-undangan dan dianggarkan 

secara bruto dalam APBD. 

 

 1.2.8 Laporan Realisasi Anggaran 

Menurut Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2005 dalam 

Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah (PSAP) Nomor 2 tentang Laporan 

Realisasi Anggara (LRA), LRA menyajikan informasi realisasi pendapatan, 

belanja, transfer, surplus/defisit dan pembiayaan, yang masing-masing 

diperbandingkan dengan anggaran dan realisasi dalam satu periode. 
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Informasi tersebut berguna bagi para pengguna laporan dalam mengevaluasi 

keputusan mengenai alokasi sumber-sumber daya ekonomi, akuntabilitas dan 

ketaatan entitas laporan terhadap anggaran dengan : 

a. Menyediakan informasi mengenai sumber, alokasi, dan penggunaan 

sumber daya ekonomi. 

b. Menyediakan informasi mengenai realisasi anggaran secara 

menyeluruh yang berguna dalam mmengevaluasi kinerja pemerintah 

dalam hal efisiensi dan efetivitas pengguna anggaran. 

LRA dapat menyediakan informasi kepada para pengguna laporan tentang 

indikasi perolehan dan penggunaan sumber daya ekonomi : 

a. Telah dilaksanakan secara efisien, efektif,dan hemat. 

b. Telah dilaksanakan sesuai dengan anggaran (APBN/APBD). 

c. Telah dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 

1.3 Tujuan Praktik Kerja Lapangan 

Tujuan yang ingin dicapai dalam pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan 

adalah : 

1. Memenuhi syarat kelulusan program Diploma III Akuntansi Fakultas 

Vokasi Universitas Airlangga Surabaya. 

2. Mengetahui penerapan teori yang diperoleh penulis selama kuliah di dalam 

dunia kerja. 

3. Memperoleh data, keterangan dan ilmu pengetahuan yang dibutuhkan 

sehubungan dengan masalah yang diangat. 

4. Mengetahui kegiatan di lapangan atas suatu masalah yang berhubungan 

langsung dengan topik. 

 

 1.4 Manfaat Praktik Kerja Lapangan 

Dalam penyusunan laporan Praktik Kerja Lapangan ini diharapkan dapat 

bermanfaat bagi semua pihak, diantaranya : 

1. Bagi Penulis : 

a. Sebagai penerapan disiplin ilmu akuntansi yang diperoleh selama 

kuliah. 
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b. Menambah pengetahuan mengenai bagaimana praktik Akuntansi dalam 

dunia kerja. 

c. Memperoleh pengalaman kerja di Dinas Pendapatan dan Pengelolaan 

Keuangan Kota Surabaya. 

2. Bagi Almamater : 

Menjadi suatu tolak ukur pembelajaran dan sarana peningkatan kualitas 

pengajaran di masa yang akan datang. 

3. Bagi Perusahaan : 

a. Membagi ilmu pengetahuan bagi para mahasiswa untuk mengetahui 

kinerja di Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Kota Surabaya. 

b. Sebagai sarana untuk meningkatkan kerjasama dan hubungan baik 

antara Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Kota Surabaya 

dengan Universitas Airlangga Surabaya. 

 

 1.5 Rencana Kegiatan Praktik Kerja Lapangan 

Rencana kegiatan dari Praktik Kerja Lapangan ini yaitu : 

1. Objek Praktik Kerja Lapangan 

Bidang : Akuntansi Pemerintahan 

Topik :  Analisis  Kontribusi  Pendapatan  Asli  Daerah  Terhadap 

Belanja Daerah Pemerintah Kota Surabaya Periode 2011- 

2014 

2. Subjek Praktik Kerja Lapangan 

Nama Kantor : Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Kota 

Surabaya 

Alamat : Jl. Jimerto No. 25-27 Surabaya 

3. Jadwal kegiatan Praktik Kerja Lapangan 

Dalam pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan ini, waktu disesuaikan dengan 

jadwal perkuliahan dan kebijakan yang berlaku dari Dinas Pendapatan dan 

Pengelolaan Keuangan Kota Surabaya. 
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 1.6 Pelaksanaan Kegiatan Praktik Kerja Lapangan Tahun 2016 

Kegiatan Praktik Kerja Lapangan (PKL) dilaksanakan di Dinas Pendapatan 

dan Pengelolaan Keuangan Kota Surabaya pada tanggal 22 Februari-31 

Maret 2016 dengan penempatan kerja di bagian kas dan akuntansi dengan 

bidang yang diambil adalah Akuntansi Sektor Publik, topik “Analisis 

Kontribusi Pendapatan Asli Daerah terhadap Belanja Daerah Pemerintah 

Kota Surabaya Periode 2011-2014”. 

Tabel 1.3 

Jadwal Kegiatan Praktik Kerja Lapangan Tahun 2016 
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BAB 2 

PELAKSANAAN PKL 

 

2.1 Gambaran Umum Institusi 
 

Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan (DPPK) Kota Surabaya yang 

bertempat di Jalan Jimerto 25-27 lantai II, Surabaya. DPPK adalah suatu instansi 

yang bertugas melaksanakan sebagian urusan Pemerintahan Bidang Otonomi 

Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah. 

DPPK terdiri dari beberapa bagian yaitu Sekretariat, Bidang Pendapatan Pajak 

Daerah, Bidang Perimbangan dan Pendapatan Lain-lain, Bidang Anggaran dan 

Perbendaharaan, Bidang Kas dan Akuntansi. Bidang Pendapatan Pajak Daerah 

mempunyai tugas menetapkan kebijakan pengelolaan pajak daerah, melaksanakan 

pengelolaan pajak daerah, membina dan mengawasi pajak daerah dalam skala kota. 

Visi dan Misi Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Surabaya 

sebagai berikut : 

1. Visi kantor Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan kota Surabaya adalah 

sebagai berikut : 

“Pengelolaan keuangan pemungutan pajak yang profesional, transparan dan 

akuntabel” 

Adapun maksud dari visi tersebut tercermin dari tiga kata kunci yaitu : 
 

a. Profesional yang berarti selalu mengembangkan diri seecara cepat terhadap 

perkembangan dan perubahan yang ada, sehingga mampu melaksanakan 

tugas dan fungsi pelayanan di bidang pengelolaan pendapatan dan keuangan 

daerah. 

b. Transparan sebagai satuan kerja pengelola keuangan daerah yang 

menghasilkan informasi keuangan daerah harus mampu menyajikan dan 
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menyediakan informasi yang terbuka serta mudah diakses dan dipahami 

oleh semua pihak sesuai dengan perundang-undangan. 

c. Akuntabel yang berarti pengelolaan keuangan daerah yang tercermin dalam 

laporan keuangan yang dihasilkan dapat dipertanggungjawabkan. 

 

2. Misi kantor Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan kota Surabaya adalah 

sebagai berikut : 

“Meningkatkan pengelolaan pendapatan dan pengelolaan keuangan daerah yang 

efektif dan efisien” 

Arti dan makna misi Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan kota Surabaya 

sebagaimana yang disebut diatas : 

a. Efisien yang dimaksud adalah bahwa dalam menyusun, melaksanakan, 

mempertanggungjawabkan keuangan daerah sesuai dengan yang ada di 

peraturan dan penjabaran APBD, Dinas Pendapatan dan Pengelolaan 

Keuangan kota Surabaya menggunakan sistem dan prosedur dalam 

pengelolaannya. 

b. Efektif yang dimaksud adalah dalam menyusun, melaksanakan dan 

mempertanggungjawabkan keuangan daerah, pengguna APBD disesuaikan 

dengan peraturan yang berlaku. 

 

2.2 Deskripsi Hasil Praktik Kerja Lapangan 
 

Deskripsi PKL menjelaskan tentang Analisis Kontribusi Pendapatan Asli 

Daerah terhadap Belanja Daerah Pemerintah kota Surabaya Periode 2011-2014. 

Elemen-elemen analisis akan digambarkan oleh penulis mengenai struktur 

organisasi, tugas pokok dan fungsi, efektivitas Pendapatan Asli Daerah dan Belanja 

Daerah serta kontribusi PAD terhadap Belanja Daerah. 
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2.2.1 Struktur Organisasi Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan 
 

Struktur organisasi di Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Kota 

Surabaya menggambarkan bagaimana pembagian tanggung jawab di tiap-tiap 

bidangnya. 

Gambar 2.1 

Struktur Organisasi Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan 

Sumber : www.dppksby.com 
 

2.2.2 Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan 

Kota Surabaya 

Menurut Peraturan Walikota Surabaya Nomor 42 Tahun 2011 tentang Rincian 

Tugas dan Fungsi Dinas Kota Surabaya bagian Ketigabelas menyebutkan bahwa 

tugas dan fungsi Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Kota Surabaya 

adalah sebagai berikut : 

http://www.dppksby.com/
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Pasal 191 

Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan mempunyai tugas melaksanakan 

urusan pemerintahan daerah berdasarkan azas otonomi dan tugas pembantuan 

di bidang pendapatan dan pengelolaan keuangan. Bagian Ketigabelas Dinas 

Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan. 

 

Pasal 192 

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pasal 191, Dinas 

Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan mempunyai fungsi : 

a. perumusan kebijakan teknis di bidang pendapatan dan pengelolaan 

keuangan; 

b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum; 

c. pembinaan dan pelaksanaan tugas sebagaimana dalam pasal 191; 

d. pengelolaan ketatausahaan Dinas; dan 

e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Daerah sesuai 

dengan tugas dan fungsinya. 

 

Paragraf 1 

Sekretariat 

 

Pasal 193 

Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Pendapatan 

dan Pengelolaan Keuangan di bidang sekretariatan. 

 

Pasal 194 

Rincian tugas Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam pasal 193, sebagai 

berikut: 

a. pemrosesan administrasi perizinan/rekomendasi; 

b. pelaksanaan koordinasi penyusunan rencana program anggaran dan 

laporan Dinas; 

c. pelaksanaan pembinaan organisasi dan ketatalaksanaan; 
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d. pengelolaan administrasi kepegawaian; 

e. pengelolaan surat menyurat, dokumentasi, rumah tangga Dinas, 

kearsipan dan perpustakaan; 

f. pemeliharaan rutin gedung dan perlengkapan/peralatan kantor; 

g. pelaksanaan hubungan masyarakat dan keprotokolan; 

h. pelaksanaan administrasi perizinan/pemberian rekomendasi; 

i. pelaksanaan penyelesaian sengketa hukum dan penyiapan perangkat 

hukum; 

j. penilaian angka kredit jabatan fungsional; 

k. pelaksanaan pelayanan porporasi berkaitan dengan pemungutan 

pajak; 

l. pelaksanaan fasilitasi implementasi rencana tindak kota; 

m. penyusunan perumusan bahan penetapan Peraturan Daerah tentang 

pokok-pokok pengelolaan keungan daerah; 

n. penyusunan perumusan baan penetapan kebijakan pengelolaan 

pinjaman dan obligasi daerah, serta BLU kota; 

 

Pasal 195 

(1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai fungsi : 

a. menyiapkan bahan penyusunan rencana program dan petunjuk 

teknis di bidang umum dan kepegawaian; 

b. menyiapkan bahan pelaksanaan rencana program dan petunjuk 

teknis di bidang umum dan kepegawaian; 

c. menyiapkan bahan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan 

instansi lain di bidang umum dan kepegawaian; 

d. menyiapkan bahan pengawasan dan pengendalian di bidang umum 

dan kepegawaian; 

e. menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; 

f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai 

dengan tugas dan fungsinya. 
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(2) Sub Bagian Keuangan mempunyai fungsi : 

a. menyiapkan bahan penyusunan rencana program dan petunjuk 

teknis di bidang keuangan; 

b. menyiapkan bahan pelaksanaan rencana program dan petunjuk 

teknis di bidang keuanagn; 

c. menyiapkan bahan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan 

instansi lain di bidang keuangan; 

d. menyiapkan bahan pengawasan dan pengendalian di bidang 

keuangan; 

e. menyiapakan bahan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; 

f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai 

dengan tugas dan fungsinya. 

 

(3) Sub Bagian Penyusunan Perencanaan Kegiatan mempunyai fungsi : 

a. menyiapkan bahan penyusunan rencana program dan petunjuk 

teknis di bidang penyusunan perencanaan kegiatan; 

b. menyiapkan bahan pelaksanaan rencana program dan petunjuk 

teknis di bidang penyusunan perencanaan kegiatan; 

c. menyiapkan bahan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan 

instansi lain di bidang penyusunan perencanaan kegiatan; 

d. menyiapkan bahan pengawasan dan pengendalian di bidang 

penyusunan perencanaan kegiatan; 

e. menyiapkan bahan evaluasi dan pelaksanaan tugas; 

f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretariss sesuai 

dengan tugas dan fungsinya. 
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Paragraf 2 

Bidang Pendapatan Pajak Daerah 
 
 

Pasal 196 

Bidang Pendapatan Pajak Daerah mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas 

Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan di bidang Pendapatan Pajak Daerah. 

 

Pasal 197 

Rincian tugas bidang Pendapatan Pajak Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 

196, sebagai berikut : 

a. pemrosesan teknis perizinan/rekomendasi sesuai bidangnya; 

b. penyusunan perumusan bahan penetapan kebijakan pengelolaan 

pajak daerah; 

c. pelaksanaan pegelolaan pajak daerah; 

d. pembinaan dan pengawasan pajak daerah skala kota. 
 
 

Pasal 198 

(1) Seksi Pajak Hotel dan Restoran mempunyai fungsi : 

a. menyiapkan bahan penyusunan rencana program dan petunjuk 

teknis di bidang pajak hotel, restoran dan air tanah; 

b. menyiapkan bahan pelaksanaan rencana program dan petunjuk 

teknis di bidang pajak hotel, restoran dan air tanah; 

c. menyiapkan bahan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan 

instansi lain di bidang pajak hotel, restoran dan air tanah; 

d. menyiapkan bahan pengawasan dan pengendalian di bidang pajak 

hotel, restoran dan air tanah; 

e. menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; 

f. melaksanakan tugas lain ang diberikan oleh Kepala Bidang 

Pendapatan Pajak Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya. 
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(2) Seksi Pajak Hiburan dan Reklame memunyai fungsi : 

a. menyiapkan bahan penyusunan rencana program dan petunjuk 

teknis di bidang pajak hiburan, reklame dan sarang burung walet; 

b. menyiapkan bahan pelaksaanaan rencana program dan petunjuk 

teknis di bidang pajak hiburan, reklame dan sarang burung walet; 

c. menyiapkan bahan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan 

instansi lain di bidang pajak hiburan, reklame dan sarang burung 

walet; 

d. menyiapkan bahan pengawasan dan pengendalian di bidang pajak 

hiburan, reklame dan sarang burung walet; 

e. menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; 

f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang 

Pendapatan Pajak Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya. 

 

(3) Seksi Pajak Penerangan Jalan dan Parkir mempunyai fungsi : 

a. menyiapkan bahan penyusunan rencana program dan petunjuk 

teknis di bidang pajak penerangan jalan, parkir, PBB dan BPHTB; 

b. menyiapkan bahan pelaksanaan rencana program dan petunjuk 

teknis di bidang pajak penerangan jalan, parkir, PBB dan BPHTB; 

c. menyiapkan bahan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan 

instansi lain di bidang pajak penerangan jalan, parkir, PBB dan 

BPHTB; 

d. menyiapkan bahan pengawasan dan pengendalian di bidang pajak 

penerangan jalan, parkir, PBB dan BPHTB; 

e. menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; 

f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang 

Pendapatan Pajak Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya. 
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Paragraf 3 

Bidang Perimbangan dan Lain-lain Pendapatan 
 
 

Pasal 199 

Bidang Perimbangan dan Lain-lain Pendapatan mempunyai tugas melaksanakan 

sebagian tugas Dinas Pendapatan dana Pengelolaan Keuangan di bidang 

perimbangan dan lain-lain pendapatan. 

 

Pasal 200 

Rincian tugas Bidang Perimbangan dan Lain-lain Pendapatan sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 199, sebagai berikut : 

a. penyusunan perumusan bahan penetapan kebijakan pengelolaan 

retribusi daerah; 

b. fasilitasi, supervisi, monitoring dan evaluasi pelaksanaan retribusi 

daerah; 

c. pembinaan dan pengawasan retribusi daerah skala kota; 

d. pelaksanaan pengelolaan pinjaman dan obligasi daerah, serta BLU 

kota; 

e. pengawasan pinjaman dan obligasi daerah, serta BLU kota; 

f. usulan program dan kegiatan kota untuk didanai dari DAK; 

g. penyiapan data realisasi penerima DBH kota. 
 
 

Pasal 201 

(1) Seksi Perimbangan Pajak mempunyai fungsi : 

a. menyiapkan bahan penyusunan rencana program dan petunjuk 

teknik di bidang perimbangan pajak; 

b. menyiapkan bahan pelaksanaan rencana program dan petunjuk 

teknis di bidang perimbangan pajak; 

c. menyiapkan bahan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan 

instansi lain di bidang perimbangan pajak; 
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d. menyiapkan bahan pengawasan dan pengendalian di bidang 

perimbangan pajak; 

e. menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; 

f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang 

Perimbangan dan Lain-lain Pendapatan sesuai dengan tugas dan 

fungsinya. 

 

(2) Seksi Perimbangan Bukan Pajak mempunyai fungsi : 

a. menyiapkan bahan penyusunan rencana program dan petunjuk 

teknis di bidang perimbangan bukan pajak; 

b. menyiapkan bahan peaksanaan rencana program dan petunjuk teknis 

di bidang perimbangan bukan pajak; 

c. menyiapkan bahan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan 

instansi lain di bidang perimbangan bukan pajak; 

d. menyiapkan bahan pengawasan dan pengendalian di bidang 

perimnbangan bukan pajak; 

e. menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pajak; 

f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang 

Perimbangan dan Lain-lain Penndapatan sesuai dengan tugas dan 

fungsinya. 

 

(3) Seksi Lain-lain Pendapatan mempunyai fungsi : 

a. menyiapkan bahan penyusunan rencana program dan petunjuk 

teknis di bidang lain-lain pendapatan; 

b. menyiapkan bahan pelaksanaan rencana program dan petunjuk 

teknis di bidang lain-lain pendapatan; 

c. menyiapkan bahan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan 

instansi lain di bidang lain-lain pendapatan; 

d. menyiapkan bahan pengawasan dan pengendalian di bidang lan-lain 

pendapatan; 

e. menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; 



23 
ADLN-PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA 

 

TUGAS AKHIR      ANALISIS KONTRIBUSI PENDAPATAN…    EKKA KURNIA SARI 

 
 
 

f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Perimbangan 

dan Lain-lain Pendapatan sesuai dengan  tugas dan fungsinya. 

 

Paragraf 4 

Bidang Anggaran dan Perbendaharaan 

Pasal 202 

Bidang Anggaran dan Perbendaharaan mempunyai tugas melaksanakan sebagian 

tugas Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan di bidang anggaran dan 

perbendaharaan. 

 

Pasal 203 

Rincian tugas Bidang Anggaran dan Perbendaharaan sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 202, sebagai berikut : 

a. penyusunan tata tertib bagan masukan penetapan DAU dan DAK 

bagi sidang DPOD; 

b. perencanaan anggarana penanganan urusan pemerintah kota; 

c. penyusunan perumusan bahan penetapan Perda tentang APBD dan 

perubahan APBD; 

d. pengelolaan data dasar perhitungan alokasi DAU kota; 

e. pengelolaan DAU kota; 

f. pengelolaan DAK. 
 
 

Pasal 204 

(1) Seksi Anggaran Pendapatan mempunyai fungsi : 

a. menyiapkan bahan penyusunan rencana program dan petunjuk 

teknis di bidang anggaran pendapatan; 

b. menyiapkan bahan pelaksanaan rencana program dan petunjuk 

teknis di bidang anggaran dan pendapatan; 

c. menyiapkan bahan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan 

instansi lain di bidang anggaran pendapatan; 
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d. menyiapkan bahan pengawasan dan pengendalian di bidang 

anggaran dan pendapatan; 

e. menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; 

f. melaksanakan tugas lain ang diberikan oleh Kepala Bidang 

Anggaran dan Perbendaharaan sesuai dengan tugas dan fungsinya. 

 

(2) Seksi Angggaran Belanja mempunyai fungsi : 

a. menyiapkan bahan penyusunan rencana program dan petunjuk 

teknis di bidang anggaran belanja; 

b. mnyiapkan bahan pelaksanaan rencana program dan petunjuk teknis 

di bidang anggaran belanja; 

c. enyiapkan bahan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga di 

instansi lain di bidang anggaran belanja; 

d. menyiapkan bahan pengawasan dn pengendalian di bidang anggaran 

belanja; 

e. menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; 

f. melasanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang 

Anggaran dan Perbendaharaan sesuai dengan tugas dan fungsinya. 

 

(3) Seksi Perbendaharaan mempunyai fungsi : 

a. menyiapkan bahan penyusunan rencana program dan petunjuk 

teknis di bidang perbendaharaan; 

b. menyiapkan bahan pelaksanaan rencana program dan petunjuk 

teknis di bidang perbendaharaan; 

c. menyiapkan bahan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan 

instansi lain di bidang perbendaharaan; 

d. menyiapkan bahan pengawasan dan pengendalian di bidang 

perendaharaan; 

e. menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; 

f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang 

Anggaran dan Perbendaharan sesuai dengan tugas dan fungsinya. 
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Paragraf 5 

Bidang Kas dan Akuntansi 
 
 

Pasal 205 

Bidang Kas dan Akuntansi mempunyai tugas melaksanakan sebagiantuga Dinas 

Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan di bidang kas dan akuntansi. 

 

Pasal 206 

Rincian tugas Bidang Kas dan Akuntansi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 205, 

sebagai berikut : 

a. pelaporn keuangan DAU kota; 

b. pengendalian dan pelaporan pengelolaan DAK; 

c. pengendalian dan peaporan pengelolaan DBH; 

d. penyusunan perumusan bahan penetapan kebijakan tentang sistem 

dan prosedur akuntansi pelolaan keuangan daerah kota; 

e. penyusunan laporan keuangan dan pertanggungjawaban 

pelaksanaan APBD; 

f. penyusunan kebijakan laporan keuangan dan pertanggungjawaban 

pelaksanaan pendanaan urusan pemerintahan yang menjadi 

tanggung jawab bersama. 

 

Pasal 207 

(1) Seksi Kas mempunyai fungsi : 

a. menyiapkan bahan penyusunan rencana program dan petunjuk 

teknis di bidang kas; 

b. menyiapkan bahan pelaksanaan rencana program dan petunjuk 

teknis di bidang kas; 

c. menyiapkan bahan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga di 

instansi lain di bidang kas; 

d. menyiapkan bahan pengawasan dan pengendalian di bidang kas; 

e. menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kas; 
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f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Kas 

dan Akuntansi sesuai dengan tugas dan fungsinya. 

 

(2) Seksi Akuntansi mempunyai fungsi : 

a. menyiapkan bahan penyusunan rencana program dan petunjuk 

teknis di bidang akuntansi; 

b. menyiapkan bahan pelaksanaan rencana program dan petunjuk 

teknis di bidang akuntansi; 

c. menyiapkan bahan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan 

instansi lain di bidang akuntansi; 

d. menyiapkan bahan pengawasan dan pengendalian di bidang 

akuntansi; 

e. menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; 

f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Kas 

dan Akuntansi sesuai dengan tugas dan fungsinya. 

 

(3) Seksi Evaluasi dan Pelaporan mempunyai fungsi : 

a. Menyiapkan bahan penyusunan rencana program dan petunjuk 

teknis di bidang evaluasi dan pelaporan; 

b. Menyiapkan bahan pelaksanaan rencana program dan petunjuk tenis 

di bidang evaluasi dan pelaporan; 

c. Menyiapkan bahan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan 

instansi lain di bidang evaluasi dan pelaporan; 

d. menyiapkan bahan pengawasan dan pengendalian di bidang evaluasi 

dan pelaporan; 

e. menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; 

f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Kas 

dan Akuntansi sesuai dengan tugas dan fungsinya. 
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Secara jabatan yang ada di kantor DPPK kota Surabaya dapat diuraikan sebagai 

berikut: 

A. Kepala Dinas 

B. Sekretariat 

1. Sub Bagian Umum Kepegawaian. 

2. Sub Bagian Keuangan. 

3. Sub Bagian Penyusunan Perencanaan Kegiatan. 
 
 

C. Bidang Anggaran dan Perbendaharaan 

1. Seksi Anggaran dan Pendapatan. 

2. Seksi Anggaran Belanja. 

3. Seksi Perbendaharaan. 

D. Bidang Pendapatan Pajak Daerah 

1. Seksi Pajak Penerangan Jalan dan Parkir. 

2. Seksi Pajak Hiburan dan Reklame. 

3. Seksi Pajak Hotel dan Restoran. 
 
 

E. Bidang Perimbangan dan Lain-lain Pendapatan 

1. Seksi Perimbangan Pajak. 

2. Seksi Perimbangan Bukan Pajak. 

3. Seksi Lain-lain Pendapatan. 
 
 

F. Bidang Kas dan Akuntansi 

1. Seksi Kas. 

2. Seksi Akuntansi. 

3. Seksi Evaluasi dan Pelaporan. 
 
 

G. Unit Pelaksana Teknis Daerah 
 
 

H. Sub Bagian Tata Usaha 
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2.3 Pembahasan 

 2.3.1 Pendapatan Asli Daerah 

Pemerintah Kota Surabaya tidak menerapkan akuntansi anggaran. Untuk 

menghasilkan Laporan Realisasi Anggaran, informasi anggaran diambil dari 

Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) masing-masing Satuan Kerja Perangkat 

Daerah (SKPD). Sistem akuntansi pendapatan SKPD menerapkan kebijakan 

akuntansi yang menggunakan dua basis akuntansi yang berbeda. Basis akrual 

menyajikan hasil pencatatan penerimaannya ke dalam akun pendapatan- Laporan 

Operasional (LO), sedangkan basis kas digunakan untuk pertanggungjawaban 

penerimaan APBD yang disajikan dalam akun pendapatan-Laporan Realisasi 

Anggaran (LRA). Di dalam Laporan Realisasi Anggaran terdapat Pendapatan Asli 

Daerah (PAD) yang merupakan salah satu penerimaan daerah yang digunakan 

untuk membiayai belanja daerahnya yang bersumber dari potensi-potensi di 

daerahnya sendiri. Selain dari PAD, penerimaan daerah juga berasal dari 

pemerintah pusat. Namun, di masa otonomi daerah seperti sekarang ini, pemerintah 

daerah diharapkan dapat memaksimalkan pelaksanaan otonomi daerah. PAD dapat 

dikatakan efektif apabila realisasi PAD hampir mendekati atau bahkan sesuai 

dengan target PAD. Berikut ini adalah tabel anggaran dan realisasi PAD tahun 

2011-2014. 

Tabel 2.1 

Pendapatan Asli Daerah Kota Surabaya Periode 2011-2014 
 

Sumber : Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2011-2014 
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2.3.1.1 Efektivitas Pendapatan Asli Daerah 

Efektivitas PAD adalah suatu rasio untuk mengetahui seberapa efektif 

Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Kota Surabaya dalam 

merealisasikan penerimaan PAD terhadap penerimaan PAD yang telah 

dianggarkan Efektivitas PAD dapat diketahui melalui perhitungan persentase 

perbandingan antara realisasi PAD dengan anggaran PAD. 

Efektivitas PAD  = Realisasi PAD x 100% 
Anggaran PAD 

 
Hasilnya adalah sebagai berikut : 

Tabel 2.2 

Efektivitas Pendapatan Asli Daerah kota Surabaya 

Sumber : Laporan Realisasi Anggaran tahun 2011- 2014 
 
 

Klasifikasi Kriteria Efektivitas  Keuangan Daerah adalah sebagai berikut : 

>100% = sangat efektif 

90-100% = efektif 

80%-90% = cukup efektif 

60%-80% = kurang efektif 

<60% = tidak efektif 
Sumber : Kepmendagri Nomor 690.900.327 Tahun 1996 

 
 

Pada tahun 2011 anggaran PAD sebesar Rp 2.139.625.575.460 dan 

realisasi yang dicapai sebesar Rp 1.886.514.301.581. Dengan begitu dapat 

dihitung rasio efektivitas sebesar 88,17%, dapat dikatakan bahwa PAD tahun 

2011 cukup efektif. 
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Pada tahun 2012 anggaran PAD sebesar Rp 2.341.265.681.882 dan realisasinya 

sebesar Rp 2.279.613.848.833, rasio efektivitas sebesar 97,37%, pada tahun ini 

PAD dinyatakan efektif. Selanjutnya, untuk tahun 2013 dengan anggaran PAD 

sebesar Rp 2.657.109.226.595, dengan realisasi Rp 2.791.580.050.710, rasio 

efektivitas sebesar 105,06% dapat dikatakan bahwa PAD pada tahun 2013 adalah 

sangat efektif dengan peningkatan dari tahun sebelumnya yaitu sekitar 8%. Pada 

tahun selanjutnya yaitu tahun 2014 target PAD sebesar Rp 3.247.459.154.137 dan 

realisasi yang dicapai sebesar Rp 3.307.323.863.978, maka rasio efektivitas sebesar 

101,84%. Jika dibandingkan dengan tahun 2013, tahun 2014 terjadi penurunan 

sekitar 4%. Meskipun terjadi penurunan pada tahun 2014, namun pada tahun 

tersebut masih dikatakan sangat efektif. Dapat disimpulkan bahwa pemerintah kota 

Surabaya telah berupaya dalam meningkatkan efektivitas PAD yang terlihat pada 

tahun 2011, 2012, 2013 dan 2014. 

2.3.2 Belanja Daerah 

Pada Laporan Realisasi Anggaran juga terdapat Belanja Daerah yang 

merupakan kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai 

kekayaan bersih. Berikut ini adalah tabel angggaran dan realisasi Belanja Daerah 

periode 2011-2014 : 

Tabel 2.3 

Belanja Daerah Kota Surabaya Periode 2011-2014 

Sumber : Laporan Realisasi Anggaran tahun 2011-2014 
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2.3.2.1 Efektivitas Belanja Daerah 
 

Efektivitas Belanja Daerah dapat diketahui mealui rasio untuk mengetahui 

seberapa efektif Dinas PPKD Kota Surabaya dalam merealisasikan Belanja 

Daerah terhadap anggaran Belanja Daerah. Efektivitas Belanja Daerah dapat 

diketahui melalui perhitungan presentase perbandingan antara realisasi Belanja 

Daerah dengan Anggaran Belanja Daerah. Berikut formula yang digunakan untuk 

menghitung efektivitas Belanja Daerah. 

Efektivitas Belanja Daerah = Realisasi Belanja  Daerah   x 100% 

Anggaran Belanja Daerah 
 

Dan hasilnya adalah sebagai berikut : 
 

Tabel 2.4 

Efektivitas Belanja Daerah Kota Surabaya Periode 2011-2014 
 

Sumber : Laporan Realisasi Angggaran tahun 2011-2014 
 

Dari tabel di atas dapat dilihat pada tahun 2011 dengan anggaran yang 

mencapai Rp 5.195.102.211.727, realisasi belanja yang dicapai yaitu sebesar Rp 

3.753.710.413.891, dengan demikian dapat diketahui bahwa rasio efektivitas 

belanja 72,25% yaitu kurang efektif. Pada tahun 2012, angka anggaran belanja 

menurun menjadi Rp 5.158.264.830.659 dan realisasi belanjanya Rp 

4.299.150.223.081, rasio efektivitas dinilai cukup efektif yaitu sebesar 83,34%. 

Pada tahun 2013, anggaran belanja naik menjadi Rp 5.955.327.548.190 dan 

realisasi belanja sebesar Rp 5.057.279.664.345 maka rasio efektivitasnya sebesar 

84,92%, pada tahun ini dikatakan cukup efektif. 
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Pada tahun 2013, anggaran belanja naik menjadi Rp 5.955.327.548.190 dan 

realisasi belanja sebesar Rp 5.057.279.664.345 maka rasio efektivitasnya sebesar 

84,92%, pada tahun ini dikatakan cukup efektif. Pada tahun 2014, terjadi kenaikan 

anggaran yang cukup pesat sebesar Rp 7.072.715.425.304, realisasi Rp 

5.707.378.466.054 dengan rasio efektivitas sebesar 80,70%. Kenaikan anggaran 

tersebut dikarenakan peningkatan anggaran pada belanja pegawai, belanja barang 

dan jasa serta belanja modal yang signifikan. 

2.3.3 Kontribusi PAD terhadap Belanja Daerah Kota Surabaya 
 

Salah satu indikator untuk untuk melihat keadaan otonomi suatu daerah 

terletak pada besar kecilnya kontribusi daerah tersebut dalam PAD untuk 

membiayai belanja daerahnya sendiri. Untuk menghitung kontribusi Pendapatan 

Asli Daerah terhadap Belanja Daerah dapat dilakukan dengan cara : 

Kontribusi PAD terhadap Belanja Daerah = Realisasi PAD x 100% 
Realisasi Belanja Daerah 

 
Kontribusi PAD terhadap Belanja Daerah kota Surabaya periode 2011-2014 dapat 

dilihat dalam tabel berikut ini : 

Tabel 2.5 

Kontribusi PAD Terhadap Belanja Daerah Kota Surabaya 

Sumber : Laporan Realisasi Anggaran tahun 2011-2014 
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Gambar 2.2 

Grafik Kontribusi PAD terhadap Belanja Daerah Kota Surabaya 

Sumber : Laporan Realisasi APBD tahun 2011-2014 

Klasifikasi Kriteria Kontribusi Persentase PAD terhadap Belanja Daerah 

0% - 10% = Sangat Kurang 

10% - 20% = Kurang 

20% - 30% = Sedang 

30% - 40% = Cukup Baik 

40% - 50% = Baik 

>50% = Sangat Baik 
Sumber : Kepmendagri Nomor 690.900.327 Tahun 1996 

 
 

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa PAD yang diperoleh tiap 

tahunnya mengalami kenaikan, begitu pula dengan Belanja Daerah yang 

mengalami kenaikan tiap tahunnya. Sehingga kontribusi PAD terhadap Belanja 

Daerah periode 2011-2014 terus mengalami peningkatan, dengan rasio yang telah 

dihitung sebelumnya, dapat dijelaskan bahwa PAD sudah sangat baik dalam 

memenuhi seluruh kebutuhan Belanja Daerahnya yang terlihat dari persentase 

kontribusi PAD terhadap BD menunjukkan >50%. 

57,95% 
50.26% 53.02% 55.20% 

Kontribusi PAD terhadap 
Belanja Daerah 

2011  2012  2013  2014  
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Namun, masih mendapatkan bantuan dari pemerintah pusat yang bersumber 

dari dana perimbangan berupa bagi hasil pajak/bukan pajak, dana alokasi umum, 

dan dana alokasi khusus juga bersumber dari lain-lain pendapatan yang sah yang 

dapat berupa dana bagi hasil pajak dari provinsi dan pemerintah daerah lainnya, 

dana penyesuaian dan otonomi khusus, bantuan keuangan dari provinsi atau 

pemerintah daerah lainnya, pendapatan hibah dan bagi hasil lainnya. 

 2.3.4 Kontribusi PAD terhadap Belanja Daerah Kabupaten Banyuwangi 
 

Selain itu, untuk menilai apakah kontribusi PAD terhadap Belanja Daerah 

Kota Surabaya dikatakan sudah bagus atau tidaknya, diperlukan hasil kontribusi 

PAD terhadap Belanja Daerah dari kota atau kabupaten lain sebagai pembanding 

kontribusi PAD terhadap Belanja Daerah Kota Surabaya. Pemilihan kabupaten 

Banyuwangi karena dinilai sebagai kabupaten yang berada dalam masa 

perkembangan pembangunan daerahnya, terlebih dalam sektor pariwisata. Adapun 

realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Belanja Daerah Kabupaten 

Banyuwangi Periode 2011-2014 sebagai berikut : 

Tabel 2.6 

Kontribusi PAD Terhadap Belanja Daerah Kabupaten Banyuwangi 

Sumber : Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2011-2014 
 
 

Dari tabel di atas dapat dijelaskan bahwa PAD dan Belanja Daerah 

Kabupaten Banyuwangi daam periode 2011-2014 menunjukkan peningkatan. 

Namun, jika dikaitkan dengan seberapa besar kontribusi PAD terhadap Belanja 

Daerah Kabupaten Banyuwangi ternyata menunjukkan kontribusi yang kurang 

baik. Terlihat pada tahun 2011 dan 2013 dengan persentase dibawah 10% yang 

dikatakan sangat kurang dalam berkontribusi terhadap Belanja Daerah. 
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Pada tahun 2014 persentase kontribusi sebesar >10% dapat dikatakan kurang dalam 

berkontribusi dalam Belanja Daerah, dan secara keseluruhan kontribusi PAD 

terhadap Belanja Kabupaten Banyuwangi terus mengalami peningkatan yang dapat 

dikatakan bahwa Kabupaten Banyuwangi terus mengupayakan optimalisasi dan 

perkembangan di Pendapatan Asli Daerahnya untuk pemenuhan kebutuhan Belanja 

Daerah
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BAB 3 

PENUTUP 

 
 

3.1 Kesimpulan 
 

Berdasarkan analisis dan pembahasan yang telah dikemukakan sebelumnya, 

dapat diperoleh kesimpulan sebagai berikut : 

1. Struktur organisasi pada Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Kota 

Surabaya telah menetapkan dengan jelas wewenang dan tanggung jawab dari 

tiap-tiap bidangnya. 

2. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah telah disusun dengan baik sesuai 

dengan kebutuhan di setiap bidang untuk kegiatan menjadi efektif. 

3. Realisasi anggaran sudah sesuai dengan apa yang telah dilaporkan kepada 

pemerintah sebagaimana Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Kota 

Surabaya sebagai lembaga sektor publik. 

4. Jika dibandingkan dengan Kabupaten Banyuwangi, kontribusi PAD terhadap 

Belanja Daerah dalam empat tahun yang dianalisis, dinilai sangat baik dalam 

membiayai kebutuhan Belanja Daerahnya dan dari tahun ke tahun telah 

menunjukkan peningkatan. Hal ini dapat diartikan bahwa Pemerintah Kota 

Surabaya semakin meningkatkan upayanya dalam pemenuhan kebutuhan 

Belanja Daerah. 

 

 3.2 Saran 
 

Dari hasil kesimpulan di atas, terdapat beberapa saran yaitu : 
 

1. Meningkatkan dan mengoptimalkan sumber penerimaan Pendapatan Asli 

Daerah. 

2. Mengembangkan sumber-sumber pokok penerimaan PAD yang diharapkan 

mampu meningkatkan keuangan daerah. 
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3. Salah satu cara dalam meningkatkan otonomi daerah yang dapat meningkatkan 

kemampuan keuangan daerah, yaitu dengan cara mempromosikan potensi- 

potensi yang ada di Surabaya kepada investor.  
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